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ABSTRAK

Menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
tentang Peraturan Hukum Pidana mengatur tentang sanksi pidana bagi yang
menyebarkan berita bohong (hoax) diancam maksimal 10 tahun penjara. Adapun
kasus yang akan saya teliti yaitu kasus RS yang menyebarkan berita bohong
dengan memberikan informasi bahwa dirinya dipukuli oleh beberapa oknum yang
tidak bertanggung jawab. Adapun rumusan masalah yaitu (1) Bagaimanakah
penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax)
dalam perkara Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel (2) Bagaimanakah
pertimbangan hakim terhadap pelaku penyebaran berita bohong (hoax) dalam
perkara Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel? Jenis penelitian ini yuridis
normatif. Data yang digunakan data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen dan analisis kualitatif.
Hasil penelitian yaitu (1) Penerapan pidana 2 tahun penjara terhadap pelaku RS
merupakan sanksi pidana yang kurang tepat karena seharusnya bisa lebih banyak
hukumannya dari ini karena tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku RS tidak
setimpal.. (2) Pertimbangan Hakim kepada pelaku yaitu pertimbangan yuridis dan
non yuridis, pertimbangan yuridis dimulai dari surat dakwaan, pembuktian dan
tuntutan, sebagaimana unsur-unsur dari Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dan pertimbangan non yuridis
yaitu memperhatikan latar belakang terdakwa atas pengulangan perbuatan.
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